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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirraltim
Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, yang

telah melimpahkan segala nikmat, rahmat, dan inayah-Nya kepada
kita semua, sehingga kita masih berada dalam lindungan-Nya.
Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan oleh
Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW., sebagai pembawa

panji Islam dan penerang hati umat manusia.

Buku ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah para
pembaca untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum.
Sehingga buku ini dihajatkan dapat dijadikan sebagai panduan dan
acuan yang berguna untuk masyarakat. Selain itu, buku yang
berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia” ini diharapkan dapat
membantu para pelajar/akademisi, terutama mahasiswa hukum
serta praktisi untuk dapat dijadikan sebagai panduan dalam

pembelajaran.
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Penulis menyadari dalam penyusunan buku ini, masih banyak
kekurangan baik dari segi bahasa maupun isi sehingga kami
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi

kesempurnaan dan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada pembaca

yang mempergunakan buku ini sebagai acuan. Semoga bermanfaat.

Mataram, 15 Oktober 2019

Penulis,

ttd

Dr. Ainuddin, SH.,MH.
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KATA SAMBUTAN

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat, taufik dan
karunia Nya, Dr. Ainuddin, SH,M.H., telah menyelesaikan
penyusunan bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana
Indonesia”.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada penulis yang telah meluangkan waktunya untuk
menyelesaikan buku ini di sela-sela kesibukannya menjadi Dosen
dan menjadi Pengacara. Walaupun kita sama-sama ketahui untuk
menyusun buku bukanlah suatu hal yang mudah. Namun,
kesibukan memang bukanlah menjadi penghalang jika kita memiliki

niat untuk mengerjakannya.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini.

Kepada para pembaca, masyarakat, akademisi dan praktisi
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diharapkan semoga dapat memanfaatkan buku ini sebaik-baiknya.

Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan

mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat

kami harapkan.

Mataram, 15 Oktober 2019
Rektor Universitas Islam Azhar
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